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SURAHMAN (B111 06 739), Dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota 
Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan No.PUT/159-K/PM 
III-16/AD/XII/2009/Mks)”, Di Bawah Bimbingan Bapak  Andi Sofyan 
Selaku Pembimbing I dan Abd Azis Selaku Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum  
pidana materil dalam perkara delik pencurian yang dilakukan oleh oknum 
anggota tentara nasional Indonesia dan unutk mengetahui pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik pencurian yang 
dilakukan oleh oknum anggota tentara nasional Indonesia dalam perkara 
putusan No.PUT/159-K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Militer III-16 
Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber pada instansi 
tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum 
pidana materil dalam putusan No.PUT/159-K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks 
telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Pasal 362 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Militer Pasal 141. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap 
terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Oditur Militer, 
terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan 
tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 7 
(tujuh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu 
rupiah). (2). Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota 
Tentara Nasional Indonesia dalam putusan No.PUT/159-K/PM III-
16/AD/XII/2009/Mks ialah karena perbuatan terdakwa mengambil barang 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum sehingga terdakwa dapat meresahkan masyarakat, serta 
petimbangan-pertimbangan hakim dimana dalam pertimbangan tersebut 
ada hal yang meringankan dan ada hal yang memberatkan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat) dan bukanlah kekuasaan belaka (machstaat),  
Menurut Oemar Seno Adji (1977:74) mengemukakan bahwa : 
Negara Hukum adalah system pemerintahan kita, hal demikian 
dijelaskan oleh Undang-undang  dasar kita. Ia memuat “safe guards” 
mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping 
menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan 
masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya 
“dignity of men” dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung 
tinggi hak-hak asasi diantara mana “free opion” dan “free expression” 
adalah fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan demokratis 
dalam Negara hukum. 
 
Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, 
budaya, ekonomi, dan sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga 
segala permasalahan atau persoalan yang timbul dalam kehidupan 
masyarakat diselesaikan  menurut hukum yang berlaku. 
Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 45) menentukan bahwa:  
”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya” 
 
Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut 
dapat tercakup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa 
yang melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti 
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akanmendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya 
pelanggaran hukum itu. 
Dengan demikian hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat 
biasa ataupun aparat pertahanan keamanan dan penegak hukum di 
Indonesia, jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai 
dengan perbuatan yang dilakukan. 
Berbagai bentuk kejahatan telah dirumuskan dalam kitab undang-
undang hukum pidana (selanjutnya di sebut KUHPidana) dan perundang-
undangan lainnya yang tersebar diluar kitab undang-undang hukum 
pidana, salah satu diantaranya adalah kitab undang-undang hukum 
pidana militer (selanjutnya di sebut KUHPMiliter). 
Perkembangan kejahatan, dewasa ini cenderung mengalami 
peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas.Kejahatan pencurian 
misalnya, bukan hanya dilakukan oleh yang orang mempunyai tugas 
memberantas kejahatan dalam rangka tercapainya ketertiban umum. 
Kejahatan pencurian yang tidak hanya dilakukan di kota besar saja, 
tetapi sampai kepelosok daerah. Demikian halnya pelaku delik terkadang 
melibatkan anggota tentara nasional indonesia(selanjutnya di sebut TNI), 
meskipun secara ideal dari kalangan TNI-lah senantiasa diharapkan 
menjadi panutan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. 
Anggota tentara nasional indonesia (TNI) dalam kepasitasnya 
sebagai aparat Negara haruslah menjadi panutan masyarakat sehingga 
hubungan TNI dan rakyat tetap terjalin baik hal ini berarti bahwa citra TNI 
perlu dijaga khususnya oleh anggota TNI itu sendiri.     
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B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik 
pencurian yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI dalam Putusan 
No.PUT/159-K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks?  
2. Bagaiman pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota 
TNIdalam Putusan No. PUT/159-K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks? 
 
C. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian ini adalah di maksudkan untuk : 
a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik 
pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional 
Indonesia. 
b. Untuk mempelajari dan menganalisis tentang putusan hakim 
apakah telah sesuai dengan hukum pidana materil maupun 
KUHPM. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Dari segi teoritis di harapakan menjadi bahan bacaan bagi yang 
ingin mangadakan penelitian yang sejenis. 
b. Memberikan masukan dalam rangka menanggulangi delik 






A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah „Yuridis‟ berasal dari bahasa inggris yakni Yuridical, yang 
sering di sinonimkan dengan arti kata hukum atau normative.Jadi tinjauan 
yuridis berarti kajian atau analisasi suatu masalah berdasarkan hukum 
dan perundang-undangan.Paul Scolten menyatakan bahwa interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum (Satjipto Rahardjo, 2006:124). 
Scholten mengemukakan istilah penemuan hukum, akan ganti yang 
lebih tepat bagi penerapan hukum dan penciptaan hukum. Untuk 
menentukan apakah yang sesungguhnya terjadi antara pihak-pihak dal 
dalam “suatu persoalan hukum, penamaan yang tepat bukanlah 
penerapan hukum walaupun penciptaan hukum, melainkan penemuan 
hukum itulah. Kemudian menyusullah kata-kata Scholten yang terkenal 
yaitu “hukum itu ada, tetapi ia masih harus ditemukan; dalam penemuan 
itulah terdapat yang baru”. Apa yang juga lazim dilakukan dalam usaha 
untuk menentukan hukum yang konkrit bagi setiap kasus hukum, juga 
dimulai dengan pemahaman dari sudut tatabahasa. (Satjipto Rahardjo, 
2006:132) 
Setiap penentuan mengenai apa yang merupakan hukum untuk 
suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakantaruhan utamanya. 
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Iadimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan itu pula (Scholten 
dalam Satjipto Rahardja, 2006:133). Undang-undang adalah pernyataan 
kehendak dari badan Negara yang diberi tugas pembuatan hukum. Oleh 
itu karena itu adalah hal yang layak sekali, manakala dalam usaha untuk 
menentukan apa yang merupakan maksud dari undang-undangditelusuri 
apa yang dikehendaki oleh pembuatannya dengan rumusan itu, yang tidak 
lain melakukan penafsiran dari sejarah perundang-undangannya (Satjipto 
Rahardjo,2006:13). 
Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan.Demiakain pula halnya dengan undang-undang 
yang baru, yang segerah diserapke dalam struktur keseluruhan tersebut. 
Dengan demikian, apabila orang ingin member arti pada suatu undang-
undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam kontes yang 
demikian itu. Dalam hubungan ini, maka kata-kata suatu undang-undang 
mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam 
hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan suatu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-
undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian atau penyimpangan dari yang lain. (Satjipto Rahardjo,2006:17). 
Ilmu hukum menggarap masa perundang-undangan itu dengan 
mengorganisasikannya ke dalam suatu sistem tertentu.Perkembangan 
langka yang demikian ini membawa kepada soal sistematisasi bahan-
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bahan perundang-undangan ke dalam pengertian pokok tertentu serta 
menimbulkan pertanyaan, “apakah gunanya pembentukan pengertian-
pengertian seperti itu bagi usaha penemuan hukum?” (Satjipto 
Raharjo,2006:129). 
Scholten menyatakan, adalah benar bahwa pencarian hukum 
dilakukan melalui penempatan kejadian-kejadian dibawah peraturan-
peraturan, tetapi yang terjadi sebetulnya adalah lebih dari itu.Disamping 
tidak dihendaki agar penalara yang logis ketat itu menjadi raja. Metode 
sistematisasi dan konstruksi, yang dalam hal keduanya merupakan 
pengembangan dari metoda penalaran logis, merupakan satu-satunya 
yang menentukan (Satjipto Rahardjo,2006:137). 
Hukum sebagai suatu sistem terbuka.Sistem itu tidak boleh berubah 
dan diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya.Tujuan 
akhir keputusan hukum adalah keadilan. Dari keadilan inilah yang pada 
hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam 
masyarakat, yang dirumuskannya sebagai “memberikan perlakuan yang 
sama terhadap hal-hal yang sama (scholten dalam Satjipto 
Rahardjo,2006:242). 
Friedman (1953) menyatakan bahwa pemahaman mengenai hukum 
melampaui peraturan atau teks-teks dokumen. Dalam kaitan itu, Roscoe 
Pound (1912) menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-
peraturan, melainkan ke;laur dari situ dan melihat  efek dari hukum dan 
kerjanya hukum (schravendijk,2003:114-116). 
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Curzon (1977) menyatakan bahwa orientasi hukum pada dasarnya 
tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Dalam kaitan itu, Satjipto Rahardjo 
menyatakan bahwa pengkajian hukum sebagai upaya menguji milai-nilai 
keadilan dalam persepektif ideologis senantiasa diperhadapkan pada 
pilihan pengguna metode hukum normatis-analisis (melihat hukum 
sebagai system peraturan-peraturan yang abstrak dan lembaga yang 
otonom) dan sosiologis(melihat hukum sebagi alat untuk mengatur 
masyarakat), dan karena itu ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner 
(satjipto rahardjo,2006:8-9). 
Radbruch mengemukakan bahwa tugas teori hukum adalah “ the 
classification of legal value and postulates up to their philosophieal 
foundation”. Artinya mengambil sebagai basisnya nilai-nilai serta postulat-
postulat hukum, bukan peraturan-peraturan hukum. Dalam kaitan itu, 
Friedmann (1953) menyatakan bahwa “an attempt to give analyses of 
these philosophical, political and other non-juristic premise of legal theory”. 
Teori hukum memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti 
kaitan antara hukum dengan latar belakang konsepsi tentang manusia 
(Bernard Arief Sidharta,2008:76-78). 
Dari uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis memuat analisis melalui interpretasi-nterpretasi hukum dan 
perundang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori 
hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum, dalam hal ini adalah 
pengkajian hukum terhadap tindak pidana penyerobotan. 
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B. Pengertian Delik 
Ada beberapa pendapat di kalangan para pakar hukum mengenai 
arti delik, dapat di katakan bahwa tidak mungkin membuat arti delik, dapat 
di katakan bahwa membuat defenisi mengenai delik, sebab hampir tiap-
tiap pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya di sebut 
KUHPidana) mempunyai rumusan sendiri mengenai hal tersebut.Dalam 
bahasa Belanda peristiwa pidana di sebut strafbaarfeit.Sejumlah pakar 
hukum pidana menterjemahkan strafbaarfeit ke dalam berbagai istilah dan 
pengertian seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan 
sebagainya. 
Achmad Ali, (2002:251) mengemukakan bahwa : 
Pengertian umum mengenai semua perbuatan melanggar hukum 
ataupun Undang-undang dengan tidak membedakan apakah 
pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun publik, termasuk 
hukum pidana 
 
Menurut Hazwengkel suringa (Andi Zainal Abidin Farid 1981:143) 
mengemukakan sebagai berikut :“Istilah Strafbaarfeit sebanarnya kurang 
dapat dibantah, tetapi oleh karena istilah Delik diakui oleh umum dan tidak 
menimbulkan salah paham beliau tidak keberatan menggunakan istilah 
Delik” 
Simons (Andi Zainal Abidin Farid 1981:145) mengemukakan sebagai 
berikut: 
Strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang diancam pidana melawan 
hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang di pertanggung 




C. Pengertian Delik Pencurian  
Delik pencurian terdiri dari dua kata yaitu delik dan pencurian. Delik 
berasal dari Bahasa Latin yaitu “delict”, “delicta” atau “delictum”, yang 
dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “straatbar feit”. 
Dalam Bahasa Indonesia, terjemahan delict atau straatbar feit telah 
dipakai beberapa istilah oleh para ahli hukum di Indonesia.Hal ini 
disebabkan belum adanya terjemahan resmi dari wetboek van strafrech. 
Dengan melihat uraian tersebut di atas, Andi Zainal Abidin Farid 
(1981 : 144). Menyatakan sebagai berikut: 
Para pengarang di Indonesia menggunakan sebagai istilah unutk 
“strafbaar feit”. Misalnya E. Utrech menggunakan “peristiwa pidana”. 
Mr. Karni memakai “pelanggaran pidana”, Mr. Satochid Kartanegara 
menggunakan istilah “delict” dan moeljatno memakai istilah 
“pebuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, 
pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 
1995 menggunakan istilah “perbuatan pidana”. 
 
Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 144) menyatakan: 
Pembuat undang-undang di Indonesia sekarang, menggunakan 
istilah “tindak pidana” tetapi lebih dahulu menggunakan istilah 
“peristiwa pidana” (pasal 14 ayat (1) UUDS), “perbuatan pidana” (UU 
Darurat No. 1 Tahun 1951), “perbuatan yang dapat di hukum” (LN. 
1951 Tahun 1953 No. 7). 
 
Effendi (1983 : 46) menggunakan istilah peristiwa pidana, 
mengemukakan sebagai berikut: 
Bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat di 
kenakan pidana oleh hukum pidana.Selanjutnya effendi memakai 
kata hukum pidana ialah karena ada hukum pidanatertulis dan ada 
hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat). 
 
Dengan adanya beberapa istilah yang dipergunakan oleh parah ahli 
hukum dalam menterjemahkan starfbaar feit, namun pengertian tersebut 
tidakmempunyai perbedaan yang prinsipil karena pada hakekatnya semua 
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menunjukkan kepada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 
atau melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang 
dapat d pertanggungjawabkan. 
Menurut tata bahasa ”Pencurian” berasal dari kata “curi” berarti 
ambil, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta 
(1982:217) disebutkan “Bahwa curi sama dengan maling, mencuri berarti 
mengambil milik orang lain tidak dengan jalan sah, misalnya ia dituduh 
mencuri uang”. 
Kalau kita perhatikan selanjutnya kata “curi” adalah suatu kata kerja 
yang telah mendapat awalan pe dan akhiran an maka terbentuklah kata 
jadian yang pengertiannya tidak terlepas dari pengertian kata dasarnya 
yaitu pencurian barang orang lain.  
Pencurian menurut hukum pidana yaitu suatu perbuatan mengambil 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan  orang lain, 
disertai dengan maksud untuk memiliki dan perbuatan itu dilakukan 
dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya penulis kutip bunyi Pasal 
362 KUHPidana seperti yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1980 :215) 
sebagai berikut :  
Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 
barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan 
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ratus rupiah 
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Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana yang 
tersebut di atas, maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai 
pencurian bila memenuhi unsur-unsur  dibawah ini : 
1. Perbuatan mengambil : 
R. Soesilo (1980:215) memberikan arti dari perbuatan mengambil 
yaitu: 
Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil 
barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya apabila 
waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka 
perbuatan itu tidak dapat di katakan atau di golongkan pencurian, 
tetapi masuk kategori penggelapan (pasal 372 KUHPidana). 
 
Perbuatan mengambil oleh masyarakat ditafsirkan hanya terbatas 
dengan menggunakan tangan saja. Tetapi tidak hanya demikian, 
belakangan ini penafsiran semakin di perluas, bahwa perbuatan 
mengambil tidak terbatas hanya pada tangan saja, melainkan bisa juga 
mengambil dengan kaki, menggigit atau dengan menggunakan alat lain 
seperti kayu, besi dan lain-lain pengait. 
Untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan mengambil sudah 
cukup bila barang itu telah dipindah tangankan ke tempat lain. Tetapi 
kalau seseorang baru saja mengambil atau memegang barang itu dan 
belum di pindahkan dari tempatnya, maka tidak dapat dikatakan 
mengambil atau mencuri, tetapi baru mencoba mengambil. Tetapi 
mengambil aliran listrik (strom) ke tempat lain sudah dapat dikatakan atau 
diartikan sebagai perbuatan mengambil. 
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2. Yang di ambil harus sesuatu barang : 
Berbicara masalah kejahatan terhadap pencurian tidak terlepas dari 
harta orang, karena objek dari pada pencurian adalah harta benda, dalam 
hal ini barang yang berwujud tetapi karena perkembangan zaman dan 
seringnya terjadinya pencurian terhadap barang yang tidak terwujud maka 
penafsiran barang itu diperluas. 
Perubahan itu dapat dilihat dalam putusan HogeRaad (23-5-1921) di 
Nederland tentang terjadinya pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh 
seorang dokter gigi.Kemudian kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan 
Negeri Belanda bahwa pencurian aliran listrik adalah termasuk pencurian 
karena dapat menjadi objek pencurian, (A.Z. Abidin Farid, 1981:141). 
Dengan melihat objek dari pencurian adalah barang maka timbul 
pertanyaan apa  sebenarnya  yang di maksud dengan barang? 
Menurut Gerson W. Bawengan (1983:148) :“Bahwa yang di maksud 
dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah di 
perluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas”. 
Lanjut Gerson W. Bawangan (1983:148) mengutip pendapat Cross 
and jones mengemukakan bahwa ; 
Benda atau barang yang di ambil itu harus mempunyai nilai dan juga 
benda itu harus mempunyai kemungkinan untuk di curi. Benda-
benda yang tidak bergerak seperti rumah atau tanah, walaupun 
memiliki nilai, namun sifat benda itu sedemikian rupa tidak memiliki 
kemungkinan untuk di curi. 
 
S.R. Sianturi (1983:593) mengemukakan bahwa yang di maksud 
dengan barang pada dasarnya adalah ; 
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Setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian 
ini adalah wajar Karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat 
diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya 
mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan 
diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk diketahui bahwa tindakan 
itu melawan hukum. 
 
Berdasarkan pengertian atau penjelasan tersebut di atas, maka 
dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut :“Barang adalah segala sesuatu, 
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai 
ekonomi dan barang itu kemungkinanya dapat di curi”. 
 
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang 
lain 
Barang itu harus seluruhnya kepunyaan orang lain maksudnya, 
barang tersebut adalah milik sepenuhnya orang lain artinya barang barang 
itu bukanlah miliknya maka ini adalah sudah termasuk pencurian. 
Contohnya  
A mempunyai sepeda motor dan di parkir bawah rumahnya Kemudian 
pada waktu tengah malam dicuri oleh B, jadi motor tersebut adalah milik 
sepenuhnya A, sedangkan B sama sekali tidak mempunyai hak terhadap 
motor tersebut. 
Sedangkan barang yang sebahagian kepunyaan orang lain, 
maksudnya ialah suatu barang yang di miliki oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama dan disini ada tiga kemungkinan yang paling utama 
tentang penguasaan barang itu, yaitu misalkan dua orang secara 
bersama-sama sebagai pemilik (A dan B) sebagai berikut : 
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a. Barang itu berada pada A, berarti barang itu di kuasai oleh A. 
b. Barang itu berada pada B, berarti barang itu di kuasai oleh B.  
c. Barang itu berada pada orang lain selain antara A dan B. 
Apabila barang itu berada pada A, lalu A menjualnya dan hasilnya 
untuk dirinya, maka di sini tidak ada unsur pengambilan secara melawan 
hak, berarti tidak termasuk pencurian, hanya masuk pada rumusan delik 
penggelapan , karena barang tersebut sudah dalam penguasaan A. 
Akan tetapi apabila barang itu berada pada tangan B, lalu A 
mengambil barang itu bukan atas izin dari B dan A menjualnya, dan 
hasilnya untuk dirinya sendiri maka disini telah terjadi pencurian barang 
yang sebahagian adalah kepunyaan B. 
Apabila barang itu berada pada orang lain, baik di pinjamkan oleh A 
ataun B, lalu A mengambilnya tanpa sepengetahuan pihak ketiga itu dan 
tidak sepengetahuan B, maka juga telah terjadi pencurian barang 
sebahagian kepunyaan B (S.R.Sianturi 1983:595). Jadi barang itu harus 
kepunyaan orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, oleh karena 
itu tidak dapat di hukum orang yang mengambil barang yang tidak 
mempunyai pemilik.  
4. Pengambilan itu harus di lakukan dengan maksud untuk 
memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).  
Unsur yang ke empat ini sebetulnya terdapat dua perkataan yaitu 
ada maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Ada maksud untuk 
memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu 
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seperti halnya seorang pemilik artinya bertindak sama dengan pemilik 
barang itu sendiri.  
AndiZainalAbidi Farid (Asas-asas hukum pidana 1980), 
Mengemukakan bahwa maksud untuk memiliki diartikan sebagai sengaja 
tingkat pertama sengaja sebagai niat, maksudnya orang itu bertindak 
sebagai pemilik dari sesuatu barang dengan secara tidak sah, sedangkan 
sebenarnya dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat demikian 
menurut undang-undang (selanjutnya di sebut UU).  
Maka tidaklah dinamakan pencurian  bila mana yang diambil oleh 
seseorang, yang sudah dibuang oleh pemiliknya atau ia telah lepaskan 
dari kekuasaannya, begitu pula karena kekeliruan dan juga tidak termasuk 
pencurian bila waktu mengambil barang itu bermaksud untuk 
menghangcurkan, dan kejahatan ini masuk dalam rumusan Pasal 406 
ayat (1) KUHPidana. Lain halnya bila seseoarang memungut barang 
dijalan kemudian timbul niat dalam hatinya dengan maksud untuk 
memilikinya, maka ini masuk dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana yang 
mengatur pencurian, tetapi bilamana seseorang itu pada waktu 
mengambil barang itu timbul niat untuk menyerahkannya ke kantor Polisi, 
dan sementara diperjalanan ada niatnya untuk tidak menyerahkannya ke 
kantor Polisi karena ia berkehendak unutk memiliki barang tersebut, hal ini 
masuk pada ketentuan Pasal 372 KUHPidana yaitu menggelapkan 
barang.  
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Sedangkan perkataan melawan hukum oleh Mahkamah Agung 
Belanda (Hoge Raad tahun 1911), (Roeslan Saleh, 1981:23) mengartikan 
“melawan hukum itu sebagai tanpa mempunyai hak sendiri” 
Andi Zainal Abidin Farid (1981:155) mengutip pendapat Roeslan 
Saleh, mengenai defenisi yang tepat untuk perbuatan-perbuatan pidana, 
yaitu adalah “perbuatan yang oleh masyarakat di rasakan sebagai 
perbuatan yang tidak dapat dilakukan. 
Untuk itu sudah jelas bahwa fakta yang sangat berperanan dalam hal 
ini adalah masyarakat, karena sesuatu perbuatan yang sangat 
menghambat dan bertentangan untuk tercapainya tata pergaulan 
masyarakat, sesuai dengan yang di cita-citakannya. Suatu perbuatan 
dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan uu, serta 
bertentangan dengan rasa keadilan dalam suatu kelompok masyarakat 
atau dengan perkataan lain bahwa di samping bertentangan dengan 
hukum yang tertulis, juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis 
dalam arti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Moeljatno (1955:22) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 
Dalam makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk 
unsur moral yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur 
materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan 
masyarakat yakni harus di perhatikan sifat melawan hukum formil 








D. Jenis dan Unsur Delik Pencurian  
Menurut R. Soesilo , jenis-jenis pencurian dibagi dalam 4 (empat) 
jenis, yaitu: 
1. Pencurian biasa (Pasal 362) KUHPidana : 
Pencurian biasa diatur dalam  Pasal 362 KUHPidana, jenis 
pencurian seperti ini adalah merupakan bentuk pokok dari semua jenis 
pencurian, karena unsur-unsur dari jenis pencurian biasa ini (Pasal 362 
KUHPidana), juga harus di penuhi oleh semua jenis pencurian yang 
terdapat dalam KUHPidana. Maka untuk mengetahui apakah suatu 
pencurian tersebut tergolong pencurian biasa, pemberatan, kekerasan 
dan atau ringan, maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus 
pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 
KUHPidana. 
Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diberikan pengertian pencurian 
biasa menurut pasal 362 KUHPidana yaitu sebagai berikut : 
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
pencurian, dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-(sembilan ratus rupiah). 
 
Dari rumusan Pasal 362 KUHPidana sebagaimana yang tersebut 
diatas, maka perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian bila 
memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut: 
a. Perbuatan mengambil, 
b. Yang diambil harus suatu barang, 
c. Barang yang diambil itu harus suluruhnya atau sebahagian 
kepunyaan orang lain. 
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d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang dengan melawan hukum. 
 
Jika unsur-unsur delik pencurian ini dijabarkan sebagaimana yang 
diuraikan oleh R.Soesilo (1981:250), maka dapat diperoleh pengertian 
sebagai berikut : 
Perbuatan mengambil untuk dikuasainya maksudnya ketika mencuri 
(mengambil) barang itu dan barang tersebut belum berada dalam 
kekuasaanya.Bila saat memiliki barang tersebut sudah berada dalam 
tangannya, perbuatan tersebut bukan lagi dapat di katakan 
pencurian, melainkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 
KUHPidana.Dalam hal ini pencurian sudah dapat di katakan selesai, 
bila sudah pindah tempat.Bila orang tersebut hanya memegang saja 
barang itu, dan belum memindahkan tempatnya, maka orang 
tersebut belum dikatakan mencuri, tetapi baru coba melakukan 
pencurian. 
 
Lanjut  Andi Zainal Abidin Farid, (1962:126) mengemukakan bahwa : 
Pembuat harus membuat sesuatu tindakan untuk membawa barang 
itu kedalam kekuasaanya yang nyata dan biasanya tindakan 
bersamaan dengan terjadinya tindakan perampasan barang dari 
kekuasaan yang punya, tetapi hal itu tidak selalu demikian.Yang di 
persamakan dengan pengertian ini adalah juga orang yang 
memungut barang, yang pada memilikinya, juga melakukan 
pengambilan.Hoge raad Nederland dalam arrestnya (putusannya) 
tanggal 12 juni 1906 W.8390, berpendapat bahwa mengambil juga 
diartikan membawa barang itu sehingga dapat dicapainya, dengan 
demikian menebang pohon orang lain sudah merupakan pencurian, 
tetapi menurut Noyon dan Simons, belum dapat diartikan mengambil, 
tetapi baru merupakan percobaan (Pasal 53 KUHPidana), perbuatan 
mengambil itu baru selesai dilakukan bilamana pembuatnya 
melakukan sesuatu tindakan yang mengakibatkan berpindah 
tempatnya barang itu. 
 
Untuk lebih jelasnya unsur-unsur delik yang berkaitan dengan Pasal 
362 KUHPidana tersebut, sebagai mana dikemukakan oleh Andi Zainal 
Abidin Farid, (1962:126-128) sebagai berikut : 
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1) Mengambil, dalam kata ini terkandung sengaja (dolus) oleh 
karena memakai awalan me (kata kerja aktif) sipembuat harus 
membuat sesuatu tindakan, untuk membawa barang itu kedalam 
kekuasaannya yang nyata.  
2) Sesuatu barang, barang itu tidak perlu bergerak asal saja dapat 
diambil dengan kata lain dapat dijadikan bergerak. 
3) Dengan niat untuk memilikinya dengan melawan hukum. Niat 
disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat pertama atau 
sengaja sebagai niat (Jonkers sengaja dalam bentuk murni). Jadi 
dalam hal ini sipembuat melakukan yang dapat mencapai 
niatnya.    
2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan 
berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana) : 
Pencurian dangan pemberatan juga dinamakan dengan pencurian 
yang berkualifikasi, dalam arti bahwa pencurian biasa (memenuhi unsur-
unsurpasal KUHPidana), akan tetapi jenis pencurian ini disertai dengan 
keadaan-keadaan tertentu. Jenis pencurian ini di atur Pasal 363 
KUHPidana ayat (1) sub 1 sampai sub 5, yang rumusannya berbunyi 
sebagai berikut : 
Pasal 363 ayat (1) : 
Diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun 
a. Pencurian hewan 
b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karang, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara,pembrontakan atau 
banyak perang. 
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c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang 
adanya disitu tidak setahu atau tidak di kehendaki oleh yang   
berhak. 
d. pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan 
dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan 
memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. 
 
Dengan melihat rumusan pasal tersebut, maka dapat di tarik unsur-
unsur sebagai berikut: 
1) Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana 
Unsur ini tidak akan diuraikan dalam penjelasan pengertian 
pencurian yang di bahas sebelumnya ini, yaitu terdapat pada sub 
1 bab 2 ini. 
2) Dan unsur-unsur lain seperti: 
a) Barang yang di curi adalah hewan  
Barang yang di curi adalah hewan : pengertian hewan di 
jelasakan dalam Pasal 101 KUHPidana, yaitu : 
“Yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, 
binatang yang memamah biak dan babi”. 
Yang dimaksud dengan binatang yang berkuku satu adalah 
kuda dan kedelai, sedangkan binatang yang memamah biak 
adalah kerbau, sapi, kambing dan beri-beri. Sedangkan anjing, 
ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan karena tidak memamah 
biak, tidak berkuku satu. 
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b) Dilakukan pada waktu ada kejadian malapetaka seperti gempa 
bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya. 
Pencurian ini dikatakan pencurian pemberatan karena pada 
waktu melakukan pencurian semua orang dalam keadaan ribut 
atau dalam keadaan panik dan barang-barang mereka tidak 
terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat itu untuk 
mencuri adalah orang-orang yang sangat rendah moral atau 
budi pekertinya dan atau tidak mempunyai perasaan 
kemanusiaan. 
Antara kejadian malapetaka dengan pencurian harus ada 
hubungan artinya betul-betul mempergunakan kesempatan 
untuk mencuri. Tidak termasuk di sini misalnya seseorang 
mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja 
pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena 
pencuri di sini tidak sengaja memakai dan mempergunakan 
kesempatan yang ada karena kebakaran itu.     
c) Dilakukan pada pada waktu malam dalam rumah atau 
pekarangan rumah yang ada rumahnya. 
Perkataan malam dijelaskan dalam Pasal 98 KUHPidana, yaitu 
: waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. 
Dan istilah rumah yaitu : “Tempat yang di pergunakan untuk 
berdiam atau bertempat tinggal siang dan malam”.  
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Sebuah gubuk atau sebuah gedung atau toko tempat 
penyimpanan barang, tetapi  tidak ada orang yang tinggal pada 
waktu siang dam malam, maka itu tidak termasuk dalam 
pengertian rumah. 
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bangunan 
yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat berdiam (makan dan 
tidur) pada siang dan malam termasuk dalam pengertian 
rumah. 
Pekarangan tertutup S.R.Sianturi (1983:604) memberikan 
pengertian yaitu : “Suatu pekarangan yang diberi batas secara 
jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain 
sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu". 
Jadi sipelaku pada saat melakukan pencurian sudah harus ada 
di rumah atau pekarangan itu.Mengait dari luar rumah (yang 
tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah 
misalnya, tidak termasuk disini. 
Perlu diketahui bahwa kehadiran sipelaku harus tidak di ketahui 
oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang 
berhak, yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah, 
termasuk juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut. 
d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
Pencurian secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, 
oleh R.Soesilo (1979:122) memberiakan arti : 
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Dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai 
pembuat atau turut melakukan sebagaimana tersebut dalam 
pasal 55 KUHPidana bukan misalnya yang seorang sebagai 
pembuat (pasal 55), sedangkan orang yang lain hanya 
membantu saja (pasal 56). 
 
Jadi yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu 
dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati 
pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama 
dengan suatu isyarat tertentu saja, kerja sama itu dapat terjadi. 
e) Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, 
memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu. 
Perkataan membongkar dan memecah sebetulnya ada 
perbedaan, tetapi perbedaan itu terletak pada kualitas dari 
tindakan itu, yakni dikatakan membongkar jika melakukan 
pengrusakan yang berat  seperti merusak atau membuat 
lubang pada dinding tembok, sedangkan memecah masuk 
dalam pengertian merusak benda-benda atau barang yang 
agak kecil. 
Perkataan memanjat dirumuskan dalam Pasal 99 KUHPidana, yaitu : 
Memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui 
penutupan ruangan itu, sedang cara seperti itu tidak lazim di pakai 
dalam keadaan biasa, selain perkataan memanjat dengan naik ke 
atas yang sudah lazim dipakai, maka dalam pencurian selain naik ke 
atas, maka dengan jalan merangkak melalui selokan atau tempat-
tempat di bawah tanah yang bukan untuk jalan biasa tetapi pencuri 
lewat situ dan masuk rumah, maka itu masuk kata memanjat.    
 
Pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHPidana, yaitu : 
Meliputi semua perkakas dalam bentuk apapun juga, tetapi di 
pergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, seperti kawat 
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ataupun paku dan lain-lain, bahkan kunci duplikat bila tidak di 
pergunakan oleh yang berhak, sudah masuk dalam pengertian kunci 
palsu. 
 
Perintah palsu yaitu perintah yang kelihatannya seolah-olah surat 
perintah dikeluarkan oleh yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan yang 
di maksud. Pakaian jabatan palsu, yaitu pakaian yang di pakai oleh 
seseorang yang tidak berhak untuk memakai pakaian itu, pakaian tersebut 
tidak perlu dikeluarkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga oleh 
perusahaan swasta atau semacamnya. 
3. Pencurian ringan (Pasal 364) KUHPidana 
 Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHPidana yang 
berbunyi sebagai berikut : 
Tindakan yang di terapkan pada Pasal 362 dan Pasal  363 butir 4, 
begitupun tindakan yang di terapkan pada pasal 363 butir 5, 
apabila tidak di lakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang di curi tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua ratus puluh lima puluh 
rupiah), di ancam karena pencurian dengan pidana penjara 
maksimum tiga bulan penjara atau pidana denda maksimum enam 
puluh rupiah ( x 15).     
 
Terhadap pencurian ringan ini, R. Soesilo (1981:118) memberi 
rumusan sebagai berikut : 
a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHPidana), asal harga barang yang 
dicuri tidak lebih dari Rp 250,- 
b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 362 sub 4 
KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,- dan 
c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambil dengan 
jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 sub 5 
KUHP), jika : 
1).  Harga barang tidak lebih dari Rp 250,- dan 




Jenis pencurian ringan ini diancam dengan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya tiga bulan atau bengan sebanyak-banyaknya Rp 900,- 
(sembilan ratus rupiah). 
Untuk dapat menggolongkan suatu pencurian dalam jenis pencurian, 
harus dilihat dari cara pelaksanaan pencurian dan nilai barang yang 
dicurinya sebab tanpa melihat pelaksanaan dan nilai barang tersebut, 
tidak dapat menggolongkannya ke dalam suatu jenis pencurian. 
Sehubungan dengan hal tersebut dapat diberikan contoh jenis pencurian 
sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1981:119) sebagai 
berikut : 
Sebuah pekarangan yang dikelilingi pagar hidup dimana tidak ada 
rumah tempat tinggalnya, berdiri sebuah lumbung yang berisi padi. 
Pada suatu malam pencuri membongkar pintu lumbung dengan 
linggis dan mencuri padi seharga Rp 24,-  
 
Kasus pencurian yang disebutkan oleh R. Soesilo sebagaimana 
tersebut diatas, tidak dapat dikategorikan dalam jenis pencurian yang lain 
seperti pencurian biasa, pemberatan, kekerasan selain dari jenis 
pencurian ringan karena unsur-unsurnya hanya, memenuhi unsur yang 
disyaratkan dalam jenis pencurian ringan, karena untuk dapat 
menggolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 sub 
1), tidak ada hewan yang dicuri dan tidak ada malapetaka. Meskipun 
kejahatan itu dilakukan di malam hari yang tentunya memenuhi unsur-
unsur delik yang ada dalam pasal 363 sub 3 yaitu malam hari dalam 
pekarangan yang tertutup serta adanya tempat kejahatan, dengan tidak 
setahu dan bertentangan dengan kemauan yang berhak, tetapi toh tidak 
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dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, karena salah 
satu unsurnya tidak terpenuhi yaitu rumah yang sedang dijadikan obyek 
(sasaran) pencurian adalah lumbung (bukan tempat tinggal manusia).Hal 
ini perlu ditegaskan karena menurut Pasal 363 ayat (1) sub 3, ada tiga 
unsur yang harus di penuhi yaitu: malam dalam rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya dan adanya pencurian di tempat itu dengan 
tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. 
Apabila salah satu unsur dari ke tiga unsur-unsur yang disyaratkan tidak 
terpenuhi, maka untuk menggolongkannya sebagai jenis pencurian 
dengan pemberatan, tidak dapat dipenuhi dengan demikian diatas hanya 
dapat digolongkan dalam jenis pencurian ringan. 
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHPidana 
Delik pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 
KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut : 
a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, di 
sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang, dengan maksud menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang 
yang dicuri itu tetap ada di tangannya. 
b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : 
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1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam 
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada 
rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem 
yang sedang berjalan (Pasal 98,363 KUHPidana). 
2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih (Pasal 363-4 KUHPidana). 
3) Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu 
dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan 
memakai kunci palsu, perintah (KUHPidana 99,100,364s) 
4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat 
(Pasal 90 KUHPidana). 
c. Hukuman penjara selama-lamanya lima tahun di jatuhkan jika 
perbuatan itu ada orang mati (Pasal 35,89,366 KUHPidana). 
d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun di jatuhkan, jika 
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau 
mati, dilakukan oleh dua orang bersama-samaatau lebih dan 
disertai pula oleh salah satu hal yang di terangkan dalam No.1 
dan 3 (Pasal 339,366,486 KUHPidana). 
Jika dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut diatas, terdapat perkataan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam hubungan ini Pasal 89 
KUHPidana, memberikan pengertian kekerasan yaitu: Yang di maksud 
melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. 
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Kemudian S.R. Sianturi (1983:610) memberi arti kekerasan atau 
tindakan kekerasan yaitu sebagai berikut: Melakukan suatu tindakan 
badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang di kerasi itu 
kesakitan, atau tidak berdaya.  
Selanjutnya R. Soesilo (1980:84) dalam komentarnya 
mengemukakan sebagai berikut: 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kakuatan 
jasmani tidak kecil secara tidak sah, memukul dengan tangan, atau 
dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan 
sebagainya. 
 
Disamping istilah kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdapat 
dalam Pasal 365 KUHPidana, juga dijumpai perkataan luka berat yang 
penjelasannya dirumuskan dalam Pasal 90 KUHPidana, bahwa : 
Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: Penyakit atau luka yang 
tak boleh di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang 
dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi 
melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagin memakai salah satu 
panca indera, kupung (rompong), lumpuh, berubah akal (pikiran) 
lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh 
anak dari kandungan.  
 
Dalam Pasal 365 KUHPidana, terdapat pula perkataan jalanan 
umum, dalam hubungan ini R. Soesilo (1980:220) memberikan pengertian 
yaitu : Semua jalanan baik milik pemerintah maupun milik partikulir, asal di 
pergunakan untuk umum ( siapa saja boleh lewat  di situ ). 
Kemudian S.R. Sianturi (1983:611) memberikan komentar tentang 
pengertian jalanan umum sebagai berikut : Jalanan umum adalah setiap di 
daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus jalan gang, 
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terowongan, jalan layang, jembatan, waduk, dan lain-lain ), yang terbuka 
untuk umum.  
 Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa dalam pencurian dengan 
kekerasan ini, harus ditujukan kepada orang bukan karena barang yang 
dapat dilakukan sebelumnya secara bersamaan atau setelah pencurian itu 
di lakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi 
dirinya atau kawannya yang turut serta, untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang di curi tetap dalam penguasaannya. 
Kemudian bila dilihat Pasal 365 KUHPidana tersebut, maka 
tampaklah bahwa ancaman pidananya di perberat yaitu ditambah 
maksimum menjadi pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 
pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apalagi jika 
perbuatan pencurian itu di lakukan secara berkawan atau bersekutu dan 












Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah, biasanya dengan suatu 
penelitan, hal ini dipandang sangat panting karena tanpa suatu penelitian, 
data yang dikemukakan akan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
A. Lokasi penelitian 
Penelitian ini di laksanakan di Kota Makassar, yaitu pada:Mahkamah 
Militer III-16 Makassar.  Adapun Penulis memilih tempat tersebut karena 
seperti kita ketahui kota makassar akhir-akhir ini mulai marak dengan aksi-
aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia.  
 
B. Jenis dan sumber data 
Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis 
menggunakan dua metode atau cara pengumpulan data yaitu metode 
penelitian kepustakaan (library research), dan metode penelitian lapangan 
(field research) yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis 
menggumpulkan buku-buku yang ada hubunganya dengan judul skripsi ini 
untuk dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat menunjang materi 
pembahasan sebagai landasan teoritis bagi  penulis.  
2. Penelitian lapangan (field research) 
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Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara Kepala Mahkamah 
Militer III-16 Makassar, disamping itu dalam penelitian lapangan ini akan di 
lakukan analisa terhadap jenis pencurian apa yang dilakukan oleh oknum 
TNI tersebut.  
Sebagai bahan banyak menunjang dalam pembahasan skripsi ini 
adalah dengan cara mengumpulkan berkas-berkas putusan delik 
pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, yang telah mendapat 
kekuatan hukum tetap. 
 
C. Teknik pengumpulan data  
Ada 2 teknik (teknik) pengumpulan data yang di gunakan penulis 
yaitu : 
1. Studi kepustakaan atau bahan pustaka yang merupakan suatu 
alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. 
2. Wawancara atau interview, penulis mengadakan 
wawancaradengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang 
adahubungannya dengan pencurian. 
 
D. Analisis data 
Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan 
kuantitatifnya serta dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pencurian 
yang Dilakukan oleh Oknum TNI dalam Putusan No.PUT/159-
K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks. 
Pengadilan Militer III-16 Makassar memeriksa dan mengadili tindak 
pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara 
terdakwa: 
Rusmin Rusli, tempat/tanggal lahir Jeneponto, dan 30 juli 1985, 
bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 13 Makassar 
(Asrama Yonif 700/Reder), Pekerjaan Anggota TNI pada KODAM VII 
WIRABUANA Kesatuan Yonif 700/raider, beragama Islam 
1. Posisi Kasus 
Pada tanggal 25 Mei 2009 sekitar jam 03.30 wita atau setidak-
tidaknya dalam Tahun 2009 di Yonif 700/Raider Jalan Perintis 
Kemerdekaan Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah 
melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh oknum militer 
pada suatu tempat yang di tentukan di bawah penjagaan atau 
pengamannya”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut 
Bahwa pada waktu tersebut di atas telah di tentukan terdakwa 
Rusmin Rusli dengan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan 
di Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar atau setidak-
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tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-
16 Makassar telah melakukan tindak pidana, dengan cara membuka kaca 
nako jendela depan ruangan juru bayar (pekas) dan melepaskan terali 
besinya kemudian meyimpangnya di bawah jendela dan masuk 
mengambil suatu buku tabungan yang tersimpan diatas berangkas dan 
memasukan kedalam sakunya setelah itu terdakwa keluar dan memasang 
kembali kaca dan besinya seperti semula dan dalam perjalanan menuju 
kesatrian Yonif 700/Raider terdakwa membaca buku tabungan yang di 
ambil milik Peratu Masparuddin, sekitar Pukul 12.00 Wita terdakwa keluar 
satri Yonif 700/Raider menuju depan kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharja 
ke sebuah rental komputer untuk memalsukan surat pengantar kesatuan 
dan membuat stempel kesatuan Yonif 700/Raider, keesokan harinya 
sekitar Pukul 07.00 Wita terdakwa keluar mengambil stempel dan sekitar 
Pukul 09.00 Wita terdakwa datang ke Bank BNI Mattoangin Unit Puri 
Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Blok A1 Kota Makassar untuk 
mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupaih) namun 
terdakwa tidak bisa mengambil uang tersebut karena tanda tangan d slip 
pembayaran dan buku tabungan tidak sama. 
2. Dakwaan Oditur Militer 
Adapun isi dakwaan Oditur Militer terhadap delik pencurian yang 
dilakukan oleh terdakwa Rusman Rusli Pangkat/NRP Pratu/ 
31050452920785  yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Militer 
III-16 Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : 
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 Bahwa ia terdakwa Rusman Rusli Pangkat/NRP 
Pratu/31050452920785 pada tanggal 25 Mei 2009 sekitar Pukul. 03.30 
Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 700/Raider Jl. 
Perintis kemerdekaan Kota Makassar atau setidak-tidaknya di tempat lain 
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah 
melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh militer pada 
suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”. 
Oditur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan 
diancam dengan pidana yang tercantum dalam: 
Alternatif Kesatu Pasal 141 KUHPMiliter yaitu Pencurian yang 
dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah 
penjagaan atau pengamanannya, diancam pidana penjara paling lama 
sembilan tahun, atau 
Alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yaitu Pencurian 
diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau 
tidak dihendaki oleh yang berhak, maka diancam pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. 
Mengingat dan Memperhatikan : 
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 10 
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 40, pasal 130 ayat 
(1) dan pasal 350. 
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/x/2003 tanggal 20 
0ktober 2003 
Adapun Keterangan Saksi dan Alat bukti yang diajukan oleh Oditur 
Militer ialah : 
a. Keterangan saksi-saksi 
1) Saksi Masparuddin pangkat/NRP Pratu/13050914941085, 
Jabatan Tabakpan I Ki-B, kesatuan Yonif 700/Raider, di bawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 
2005 di Yonif 700/Raider namun tidak hubungan keluarga 
atau family hanya sebatas atasan dan bawaan 
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- Bahwa pada tahun 2006 atas perintah Danyonif 700/Raider 
kepada seluruh remaja Yonif 700/Raider agar menabung 
Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan di potong gaji 
di Bank BNI 46 Cabang Unit Puri Kencana Mattoangin Kota 
Makassar dan sampai bulan Mei tahun 2009 uang 
tabungan saksi sebanyak Rp.11.484.000 
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2009 sekitar Pkl.17.00 Wita 
Terdakwa naik jaga satri Mako Yonif 700/Raider yang 
dipimpin oleh Danru Sdr Darwis 
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 sekitar Pkl.15.00 Wita 
petugas Cabang Bank BNI 46 Mattongin Kota Makassar 
dating ke Yonif 700/Raider untuk bertemu dengan saksi 
kemudian saksi di panggil ke ruang juru bayar dan di 
pertemukan dengan petugas Bank BNI tersebut dan 
bertanya “kita yang bernama masparuddin dan apakah 
pernah mengambil uang di Bank BNI 46 Cabang Puri 
Kencana Makassar?” dan di jawab oleh saksi “saya tidak 
pernah mengambil buku tabunganku”, petugas Bank 
berkata lg “tadi siang ada orang mengambil buku 
tabunganmu”, dan saat terdakwa mau mengambil uang 
tandatangan di slip pengambilan tidak sama dengan 
tandatangan yang di buku tabungan sehingga pihak Bank 
BNI curiga dan meminta KTA terdakwa, namun terdakwa 
tidak memberikannya setelah itu terdakwa langsung pergi. 
- Bahwa setelah diselidikin oleh pihak kesatuan siapa yang 
keluar kesatrian di temukan nama terdakwa, kemudian 
dilakukan introgasi kepada terdakwa, dan terdakwa 
mengakui perbuatannya dan saat itulah saksi mengetahui 
kalau terdakwa mengambil buku tabungannya tanggal 25 
Mei 2009 sekitar Pkl.03.30 Wita atau pada saat terdakwa 
melakukan tugas/piket jaga satri. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagai mana cara-cara 
terdakwa melakukan pengambilan buku tabungan saksi 
yang berada diruang juru bayar Yonif 700/Raider, dan 
memalsukan surat-surat serta pernikahan terdakwa 
sebelum menjadi perajurit TNI AD 
- Bahwa pada tahun 2007 terdakwa pernah dihukum dalam 
kasus tindak pidana disersi dan pencurian HP milik anggota 
Yonif 700/Raider, dan proses hukum telah diselesaikan 
secara hukum di Dilmil III-16 Makassar 
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2) Saksi NURMIN pangkat/NRR 
Kopda/31870311030076Jabatan Wadanru I Ton I Kipan B, 
kesatuan Yonif 700/Raider, di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 di 
Yonif 700/Raider Kipan B,namun tidak ada hubungan 
keluarga/family 
- Bahwa pada hari selasa pada tanggal 28 Mei 2009 sekitar 
Pkl. 09.00 Wita petugas Bank BNI yang identitasnya saksi 
tidak tahu, dating ke asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis 
Kemerdekaan Makassar untuk bertemu dengan Peratu 
maspuddin dan sejak itu mengetahui kalau terdakwa 
melakukan pemalsuan identitas serta mencuri buku 
tabungan Peratu Masparuddin. 
- Pada tanggal 24 Mei 2009 sampai dengan tanggal 25 Mei 
2009 saksi bersama 10 (sepuluh) orang anggota lainnya 
naik piker/jaga satri yang dipimpin oleh Danru Serda 
Darwis, Wadanru sendiri serta anggota lainnya di antaranya  
Peraka Taupik Alwi, Pratu Sudarmieh, Pratu Laode 
Tahaimu, Perada Rusmin/Terdakwa, Perda Mulyadi dan 
Perada Yanto. Yang membagi tugas di bagi dua sip mulai 
jam 01.00 Wita sampai dengan jam 02.00 Wita sampai 
dengan jam 03.00 Wita terdakwa mendapat giliran jaga pos 
monyet 
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana 
cara Terdakwa mengambil buku tabungan Pratu Maspuddin 
di ruangan juru bayar Yonif 700/Raider, namun mengetahui 
dari keterangan terdakwa kalau yang di ambil buku 
tabungan BNI milik Pratu Masparuddin. 
- Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan identitas dan 
mengambil buku tabungan BNI milik Peratu Maspuddin di 
ruangan juru bayar Yonif 700/Raider Jalan Perintis 
Kemerdekaan Kota Makassar disebabkan karena orang tua 
dan anak terdakwa sakit, sehingga membutuhkan biaya 
pengobatan. 
- Sebelum kasus ini terdakwa telah dua kali melakukan 
tindak pidana pertama THTI dan yang kedua pencurian 
Handpone dan telah mendapat menjalani hukuman selama 
6 (enam) bulan di Masmil Makassar. 
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- Bahwa Terdakwa sebelum masuk TNI AD telah menikah 
dengan seorang perempuan yang identitasnya saksi tidak 
tahu. 
 
3) Saksi AMIRUDDIN, pangkat/NRP Sertu/21010214890382, 
Jabatan Juru Bayar, kesatuan Yonif 700/Raider, di bawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, sejak tahun 
2008 di Yonif 700/Raider namun tidak ada hubungan 
keluarga/family 
- Pada tahun 2007 terdakwa Disersi dan melakukan 
pencurian HP, waktu di BAP Terdakwa melakukan itu 
karena untuk pengobatan anaknya yang sakit dan sejak itu 
saksi mengetahu kalau terdakwa telah menika dengan Sdri. 
Rahmawati Bin Safri sebelum masuk tentara, di Kab. 
Jeneponto, waktu menjadi siswa SMA Negeri 1 Jeneponto 
dan telah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama Sdr. 
Wahyu umur 5 tahun dan Wahid 1,5 tahun 
- Pada tahun 2006 Danyonif 700/Raider mengeluarkan 
perintah kepada seluruh setiap remaja dipotong gaji 
sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, 
sehingga dari tahun 2006 sampai sekarang tabungan Saksi 
1 Pratu Masparuddin sebesar Rp 11.484.000,- (Sebelas 
juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan 
apabila anggota yang akan mengambil buku tabungan 
maka yang bersangkutan harus secara hierarki lewat 
Danru, Baton dan seterusnya. 
- Pada tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 04.00 Wita Terdakwa 
mengambil buku tabungan milik saksi 1 Pratu Masparuddin 
di juru bayar Yonif 700/Raider, Saksi mengetahui setelah 
Terdakwa di BAP di kesatuan 700/Raider serta 
memalsukan identitas Saksi 1  Pratu Masparuddin. 
- Pada tanggal 27 Mei 2009 di Yonif 700/Raider diadakan 
pengecekan personil yang ijin keluar kesatrian, yang 
ternyata Terdakwa ijin keluar ke Bank BNI dengan 
menggunakan pakaian dinas, namun memakai rompi 
sehingga petugas tidak melihat nama yang tertulis dibaju 
Terdakwa. 
- Pada tanggal 28 Mei 2009 setelah apel pagi diadakan 
latihan uji siap tempur di Mayonif 700/Raider dan selesai 
Pkl. 11.00 Wita kemudian personil diistirahatkan dan 
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kembali ke barak Yonif 700/Raider, sekira Pkl. 12.00 Wita 
atas pemeritahuan dari jaga barak Samri anggota Kompi B, 
kalau yang keluar adalah Terdakwa dan sekira Pkl. 15.00 
Wita pihak Bank datang konfirmasi kalau salah seorang 
anggota dari Yonif 700/Raider mengambil buku tabungan 
milik Saksi 1 Pratu Masparuddin, namun karena pihak Bank 
merasa curiga terhadap Terdakwa oleh petugas 
mendatangi Yonif 700/Raider untuk melakukan konfirmasi. 
- Pada tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa mendatangi Bank BNI 
cabang Puri Kencana Makassar kemudian mengisi slip 
pengambilan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
dengan memalsukan tanda tangan Saksi 1 Pratu 
Masparuddin, namun karena tandatangan tidak sama 
dengan tandatangan yang di buku tabungan, sehingga tidak 
dilayani oleh pihak Bank. 
- Pada tanggal 28 Mei 2009 Terdakwa datang lagi 
bermaksud menarik uang dengan cara mengisi slip 
penarikan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) 
dengan memalsukan tandatangan Saksi 1 Pratu 
Masparuddin kembali, karena pihak Bank curiga sehingga 
meminta KTA Terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh 
terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Bank BNI, 
dan sekira Pkl. 15.00 Wita pihak Bank BNI cabang Puri 
Kencana Makassar melaporkan hal tersebut ke Yonif 
700/Raider. 
- Terdakwa mengambil buku tabungan milik Saksi 1 Pratu 
Masparuddin di ruang juru bayar Yonif 700/Raider dengan 
cara melepas kaca nako dan terali besi dua buah dan 
setelah diambil buku tabungannya Terdakwa memasang 
kembali. 
 
4) Saksi UMAR, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak 
mempunyai hubungan keluarga/family. 
- Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2009 sekira 12.40 Wita 
Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi di pengetikan 
Sandeg di Jl. Urip Sumoharjo Km 4 kota Makassar dengan 
maksud memalsukan identitasnya, saat itu Terdakwa 
mengeluarkan selembar kartu ijin jalan dengan identitas 
Dankinya yang namanya Saksi Lupa, setelah itu Saksi 
disuruh oleh Terdakwa untuk membuat surat pengantar 
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untuk mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) disalah satu Bank BNI 46 Kota Makassar, 
kemudian Saksi mengetik dengan menggunakan komputer 
tanpa contoh dan mengikuti kata-kata dari Terdakwa yang 
inti isi surat tersebut mengambil uang di Bank BNI, setelah 
itu Terdakwa membayar Saksi Rp 6000,- (enam ribu 
rupiah). 
- Kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi, dan 
saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa membawa buku 
tabungan, ditempat Saksi jasa pengetikan. 
- Pada tanggal 28 Mei 2009 sekira Pkl. 12.00 Wita Terdakwa 
datang kembali dan meminta lagi untuk mengetikkan 
pengantar mengambil uang di salah satu Bank BNI di 
Makassar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) 
dengan mencantumkan nama dan juru bayarnya yang 
Saksi tidak ingat lagi namanya dan setelah selesai 
Terdakwa membayar Rp 6000,- (enam ribu rupiah), 
selanjutnya Terdakwa pergi dan file yang didalam komputer 
Saksi hapus/hilangkan. 
 
5) Saksi ANDI AFNI, Pekerjaan Pegawai Bank BNI Cabang 
Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis Kemerdekaan 
Blok A 1 Kota Makassar, di bawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu 
tanggal 27 Mei 2009 di Kantor Bank BNI Unit Puri Kencana, 
namun tidak ada hubungannya dengan keluarga/family. 
- Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009 Terdakwa datang ke 
Bank Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis 
Kemerdekaan Blok A1 Kota Makassar dengan maksud 
untuk mengambil uang, setelah mengisi slip pengambilan 
tabungan yang ditulis langsung oleh Terdakwa sebesar Rp 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saat itu Saksi yang 
bertugas sebagai teller. 
- Selanjutnya Terdakwa memberikan slip penarikan uang 
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada 
Saksi dan buku tabungannya an. Saksi 1 Pratu 
Masparuddin serta surat pengantar dari juru bayar Yonif 
700/Raider yang surat pengantar tersebut ditandatangani 
oleh tiga orang, namun Saksi lupa nama-nama yang 
menandatangannya. 
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- Kemudian Saksi awalnya melayani Terdakwa dan setelah 
Saksi verifikasi tandatangan Terdakwa dengan tandatangan 
yang di dalam buku tabungan berbeda, selanjutnya Saksi 
meminta KTA Terdakwa dengan perkataan “Pak maaf apa 
bapak membawa KTA supaya bisa diverifikasi kembali”, 
dan Terdakwa menjawab “Saya tidak bawa KTA bu”, Saksi 
berkata lagi “KTA bapak harus ada supaya bisa diverifikasi 
kembali”, mendengar perkataan Saksi Terdakwa hanya 
diam saja selanjutnya Saksi memberikan slip pengambilan, 
buku tabungan dan surat pengantar kepada Saksi dan 
Terdakwa langsung meninggalkan kantor Bank BNI Puri 
Kencana. 
- Pada tanggal 28 Mei 2009 sekira Pkl. 12.30 Wita Terdakwa 
datang kembali ke kantor Bank BNI Unit Puri Kencana 
langsung menemui Saksi kembali dan memberikan 
tabungan an. Saksi 1 Pratu Masparuddin serta slip 
pengambilan yang jumlahnya Rp 4.000.000,- (empat juta 
rupiah), namun surat pengantar Terdakwa tidak 
memberikannya lagi, namun karena tandatangannya 
berbeda Saksi berkata “Pak, tandatangan di slip penarikan 
dengan tandatangan yang ada dibuku tabungan masih 
beda”, kemudian Saksi meminta KTA dan Terdakwa 
memberikannya setelah di cek oleh Saksi ternyata antara 
tandatangan yang ada di KTA dengan yang di buku 
tabungan berbeda Saksi berkata kepada Terdakwa “Pak 
kenapa tandatangan di buku dan KTA berbeda”, Terdakwa 
menjawab “Pada saat pembukaan tabungan saya lagi sakit 
tipes dan dirawat di Rumah Sakit sehinggan saya tidak bisa 
tandatangan”, karena terdakwa memaksa harus dicairkan 
Saksi membawa berkas Terdakwa kepada atasan Saksi an. 
Sdri Nurnahida selanjutnyan diberikan kepada Sdri. Andi 
Suadarma bagian pembukaan rekening dan Sdri. Andi 
Suadarma bertanya kepada Terdakwa “Nama ibu kandung, 
tempat tanggal lahir” dan Terdakwa menjawab “Nama ibu 
kandungnya Sdri. Aminah Lahir Mamuju” selanjutnya Sdri. 
Andi Suadarma mengecek di pembukaan rekening dan 
ternyata berbeda dengan nama ibu kandung yang ada 
didata pembukaan awal. 
- Setelah itu Sdri. Andi Suadarma mengambil buku tabungan 
dari Terdakwa dan meminta KTAnya untuk di photocopy, 
namun terdakwa tidak memberikannya melainkan langsung 
pergi, dan sekira Pkl. 15.00 Wita Saksi bersama Sdri. 
Nurnahida serta Andi. Suadarma langsung pergi menuju 
Yonif 700/Raider untuk melaporkan kejadian tersebut dan 
saat itu Saksi bersama Sdri. Nurnahida serta Andi 
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Suadarma langsung berangkat ke Yonif 700/Raider untuk 
melaporkan kejadian tersebut dan bertemu dengan Pak 
Amir (identitas tidak disebutkan) kemudian memanggil 
Saksi 1 Prada Masparuddin pemilik buku tabungan ternyata 
benar kalau pemilik buku tabungan tersebut bukan 
Terdakwa. 
- Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 
buku tabungan tersebut. 
 
b. Petunjuk 
Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan di depan 
persidangan. 
c. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa Rusmin Rusli alias Rusmin, di depan persidangan 
pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 
2004 melalui pendidikan di Secata B Bitung Sulawesi Utara, 
lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus mengikuti 
kejuaraan pendidikan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulawesi 
Selatan, selanjutnya pada tahun 2005 mendapat penempatan 
di Yonif 700/Raider sampai sekarang dengan pangkat Prada 
NRP. 31050452920785. 
- Pada tahun 2004 Terdakwa memalsukan identitas belum 
pernah menikah untuk masuk menjadi prajurit TNI AD, 
Terdakwa telah menikah dengan Saksi 6 Rahmawati Bin Safri 
dan saat itu telah mempunyai satu orang anak yang bernama 
Wahyu umur 4 (empat) bulan, memalsukan identitas dengan 
orang tua Terdakwa yang bertugas di Polres Jeneponto 
dengan memberikan keterangan belum menikah di Jeneponto. 
- Pada tanggal 26 Februari 2002 Terdakwa menikah dengan 
Saksi 6 Rahmawati Bin Safri yang saat itu Terdakwa masih 
duduk dikelas 2 SMAN 1 Jeneponto, sedangkan Saksi 6 
Rahmawati Bin Safri duduk dikelas 3 SMPN 2 Jeneponto, atas 
dasar persetujuan orangtua kedua belah pihak dan 
pernikahan dihadiri oleh Kapten Infanteri Muhtar Samad yang 
sekarang berdinas di Kodim Selayar. 
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- Pada tanggal 25 Mei 2009 sekira Pkl. 03.00 Wita diruang juru 
bayar Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan Kota 
Makassar Terdakwa mengambil buku tabungan Bank BNI 
milik Saksi Pratu Masparuddin dengan cara membuka kaca 
nako jendela depan ruang pekas/juru bayar sebanyak dua 
lembar dan melepaskan terali besinya kemudian 
menyimpannya diabawah jendela, setelah itu Terdakwa 
masuk dan mengambil satu buku tabungan yang tersimpan 
diatas berangkas, selanjutnya memasukkan kedalam saku 
setelah itu keluar dan memasang kembali kaca dan besinya 
seperti semula. 
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju kerunah jaga Satri Yonif 
700/Raider sambil berjalan membuka buku yang Terdakwa 
ambil dan dari situ Terdakwa baru mengetahui kalau pemilik 
buku  tabungan tersebut adalah Saksi 1 Pratu Masparuddin, 
yang Terdakwa ambil satu buku tabungan karena kebetulan 
buku tabungan itu yang berada diatas dan kalau tersangka 
mengambil banyak kemungkinan akan ketahuan. 
- Pada tanggal 24 Mei 2009 sekira Pkl. 17.00 Wita regu 
Terdakwa dibawa pimpinan Serda Darwis dan Wadanru 
Kopda Nurmin melaksanakan serah terima jaga satri didepan 
penjagaan Yonif 700/Raider, satu regu sebanyak 10 (sepuluh) 
orang mulai jaga Pkl. 19.00 - 21.00 Wita kemudian pada Pkl. 
21.00 Wita Danru Serda Darwis membagi dua kelompok 
setiap kelompok 5 (lima) orang dan Terdakwa mendapat 
giliran kedua mulai Pkl. 01.00 Wita sampai dengan Pkl. 03.00 
Wita, Tersangka mendapat tempat jaga di pos meonyet 
bersama Prada Mulyadi. 
- Pada sekira Pkl. 03.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada 
Prada Mulyadi supaya menyampaikan kepada Wadanru 
Kopda Nurmin Terdakwa ijin untuk buang air di ruang juru 
bayar, akan tetapi Terdakwa bukan buang air malah 
mengambil buku tabungan Saksi 1 Pratu Masparuddin. 
- Pada tanggal 26 Mei 2009 sekira Pkl. 12.00 Wita Terdakwa 
keluar satri Yonif 700/Raider melalui pintu belakang Mayonif 
700/Raider terus naik angkot menuju di depan kantor 
Gubernur Jl. Urip Sumoharjo ke sebuah rental komputer dan 
meminta kepada Saksi 4 Umar untuk membuatkan surat 
pengantar dari kesatuan yang di contoh dari surat jalan 
Terdakwa setelah dibuatkan Terdakwa membayarnya Rp 
6.000,- (enam ribu rupiah), kemudian memalsukan 
tandatangan Danki an. Kapten Inf Arif Irianto, Pasi 3 Pers 
Lettu Inf Hengki Vantriardo dan Juru bayar Sertu Amiruddin, 
selanjutnya menuju ke percetakan yang berada di samping 
 43 
Arhanud Kompi 141/BS Kota Makassar untuk membuatkan 
stempel kesatuan Yonif 700/Raider, namun oleh percetakan 
menjanjikan keesokan harinya dan Terdakwa kembali ke 
Asrama Yonif 700/Raider. 
- Pada hari rabu tanggal 27 Mei 2009 sekira Pkl. 07.00 Wita 
Terdakwa meminta ijin Kepada Danru, Baton dan Danton 
untuk ke RS. Bayangkara dengan alas an membesuk keluarga 
yang sakit, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat 
percetakan yang berada disamping Arhanud Kompi 141/BS 
untuk mengambil pesanan stempel Terdakwa dan ternyata 
sudah selesai kemudian Terdakwa menuju photocopy yang 
berdekatan dengan percetakan tersebut meminjam bantalan 
stempel setelah itu langsung stempel surat pengantar dari 
kesatuan tersebut, dan sekira Pkl. 09.00 Wita Terdakwa 
menuju Bank BNI 46 Cabang Puri Kencana Makassar untuk 
menarik uang dengan mengisi di slip penarikan sebesar Rp 
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu tidak bisa 
dicairkan karena tidak sesuai/sama tandatangannya. 
Kemudian Terdakwa diminta oleh petugas Bank BNI KTA lalu 
Terdakwa menjawab “tidak bawa”, oleh pihak menyuruh 
Terdakwa “ambil dulu”, setelah itu Terdakwa pamit untuk 
kembali Batalyon mengambil KTA, namun tidak ke Batalyon 
akan tetapi ke depan Kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharjo ke 
tempat rental komputer untuk membuat KTA dengan 
mencontoh KTA Terdakwa, yang membuatnya Saksi 4 Umar, 
menyampaikan selesai jam 15.00 Wita sehingga Terdakwa 
kembali Batalyon. 
- Sekira Pkl. 15.00 Wita pihak Bank datang ke Yonif 700/Raider 
melaporkan kejadian tersebut dan pihak kesatuan melakukan 
penyelidikan sehingga pada Pkl. 21.00 Wita Terdakwa 
dipanggil dan diinterogasi di Kompi B Yonif 700/Raider dan 
Tersangka mengakui semuanya kalau Terdakwa pelakunya. 
- Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa 
membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang pertama 
yang bernama Wahyu sakit amandel karena tidak punya uang 
dan gaji Terdakwa Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu), 
namun karena ada potongan Bank BNI 46 Cabang Puri 
Kencana Makassar sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah), dapur sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 
potongan Koperasi Rp 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 
lainnya uang di warung sehingga sisa Rp 900.000,- (Sembilan 
ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri karena tidak 
mencukup Terdakwa melakukan hal tersebut. 
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d. Barang Bukti Berupa Surat-surat 
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan cabang Mattoangin 
an. Masparuddin 
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan belum pernah 
menikah 
- 1 (satu) lembar foto copy riwayat hidup an. Ruasmin Rusli 
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Nomor. 
570/CATA PK/2004 an. Rusmin Rusli 
 
Perbuatan terdakwa tersebut bagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 141 KUHPMiliter atau Pasal 362 KUHP adalah 
sebagai berikut: 
 Unsur Alternatif Pertama 
1. Pencurian  
2. Yang dilakukan oleh Militer 
3. Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan 
atau pengamanannya 
 Unsur Alternatif Kedua 
1. Barang siapa 
2. Mengambil barang sesuatu 
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunnyaan orang lain 
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekerangan 
tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang 




Ad. 1 Unsur Pencurian 
Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil 
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah 
kepunyaan orang lain dengan maksud unutk menguasai benda 
tersebut secara melawan hukum. 
Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak 
yang mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan 
mengambil adalah setiap perbuatan unutk membawa sesuatu 
benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari 
pengawasan orang lain. 
 
 
Ad.2 Unsur Yang dilakukan oleh Militer 
Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari 
bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan 
dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau 
peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan 
Negara. 
Bahwa pelaku tindak pidana ini adalah Militer sedangkan yang 
dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) ke-2 HUHPM adalah 
mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada 
angkatan perang yang wajib dines secara terus menerus dalam 
tenggan waktu ikatan dinas tersebut. 
 
Ad.3 Unsur Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah 
pengamanannya. 
 
Ketentuandibawah penjagaan atau pengamanannya dimaksudkan 
memudahkan pemberian konsinya (consigue), akan tetapi 
penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan 
semua barang-barang yang terdapat di tempat tersebut. Alas an 
pemberatan ancaman pidana bukan saja karena militer/pelaku itu 
telah melalaikan kewajiban dinasnya, yaitu tidak melakukan 
tugasnyasesui dengan konsinya yang diberikan kepadanya, 
melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si Pelaku 
dalam hal ini militer/perajurit yaitu seharusnya menjaga agar barang 
itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang 





Unsur ke 3 pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan 
atau pengamanannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, 
bahwa pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat 
yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamannya 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 
141 KUHPM. 
  
3. Tuntutan Oditur Militer 
Penuntut Oditur Militer, setelah membaca berkas perkara dan surat-
surat mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah 
memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan, dan juga 
mendegar keterangan tuntutan Oditur Militer dalam Requisitoirnya yang 
telah dibacakan pada saat siding dilaksanakan, yang pada pokoknya 
menuntut agar Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Rusman Rusli, Peratu NRP. 
31050452920785 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 141 HUHPM atau pasal 363 ayat (1) 
ke 3 KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusman Rusli, dengan 
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama 
terdakwa ditahan 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 lembar foto copy buku 
tabungan cabang Mattoangi an. Mazparuddin, 1 lembar foto copy 
surat pernyataan belum pernah menikah, 1 lembar foto copy 
riwayat hidup an. Rusman Rusli, 1 lembar foto copy Kutipan Akta 
Nika No. 027/II2002. 







4. Komentar Penulis  
Berdasarkan putusan perkara Nomor PUT/159-K/PM III-
16/AD/XII/2009/Mks menyatakan bahwa terdakwa Rusmin Rusli 
pangkat/NRP Pratu, 31050452920785 terbukti secarah sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan delik pencurian sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 141 KUHPM atau pasal 363 ayat (1) ke-3 
KUHP. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat melihat 
melihat penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat, ini diperkuat 
dengan hasil wawancara penulis pada hari Senin 11 November 2013 
dengan salah satu hakim di Pengailan Militer III-16 Makassar yang 
mengatakan bahwa 
Penerapan hukum pidana yang diterapkan oleh Oditur Militer sudah 
sesuai, ini terlihat dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer 
dengan dakwaan dan terbukti dipersidangan, yakni pasal 141 
KUHPMiliter atau pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP. 
 
B. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Pidana dalam Kasus Pencurian yang Dilakukan oleh Oknum TNI 
dalam Putusan No.PUT/159-K/PM III-16/AD/XII/2009/Mks. 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah kuputusan hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting 
kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu berifat 
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abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.Oleh karena itu 
dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya 
memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim 
dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No.PUT/159-K/PM III-
16/AD/XII/2009/Mks, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Oditur 
Militer dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor. 
DAK/31XI/2009 tanggal 20 November 2009  yaitu; pasal 141 KUHPM 
sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Rusman Rusli Pangkat/NRP 
Pratu/31050452920785 Selasa tanggal 25 Mei 2009 sekitar Pukul 03.30 
Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Yonif 700/Raider Jl. 
Printis Kemerdekaan Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di termpat lain 
yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah 
mengambil Surat-surat buku tabungan BNI Cabang Mattoangin milik 
Masparuddin perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut; 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan parah saksi, Keterangan 
terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti 
kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah 
memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi terdakwa yang pada 
pokok sebagai berikut: 
 Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Perajurit TNI AD 
pada tahun 2004 melalui pendidikan di Secata B Bitung 
Sulawesi Utara, lulus dilantik dengan pangkat Prada, 
kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee 
Kab. Bone Sulawesi Selatan selanjutnya pada tahun 2005 
mendapat penempatan di Yonif 700/Raider sampai sekarang 
dengan pangkat Prada NRP.31050452920785 
 Bahwa benar pada hari minggu tanggal 24 Mei 2009 sekitar 
Pkl. 17.00 Wita di Yonif 700/Raider terdakwa mendapat 
perintah untuk melaksanakan tugas jaga satria bersama 10 
(sepuluh) orang anggota lainnya yang dipinpin oleh Danru 
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Serda Darwis, sedangkan Wadanru Saksi Nurmin serta 
beberapa anggota lainnya diantaranya Praka Taupik Alwi, 
Pratu Sudarmilih, Pratu Laode Tahaimu, Prada 
Rusmin/terdakwa Prada Mulyadi dan Prada Yanto, pada Pkl. 
21.00 Wita Danru Serda Darwis membagi dua kelompok 
setiap kelompok 5 (lima ) orang da terdakwa mendapat 
giliran kedua mulai Pkl. 01.00 Wita sampai dengan Pkl.03.30 
Wita, terdakwa mendapat tempat jaga di pos monyet 
bersama Prada Mulyadi. 
 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 sekitar 
Pkl. 03.30 Wita terdakwa mengatakan kepada Prada Mulyadi 
supaya menyampaikan kepada Wadanru Kopda Nurmin 
(Saksi 3) terdakwa ijin untuk buang air di ruangan juru bayar 
akan tetapi terdakwa bukan buang air melainkan mengambil 
buku tabungan di rungan juru bayar Yonif 700/Raider Jl. 
Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dengan cara 
membuka kaca naco jendela depan ruangan pekas/juru 
bayar sebanyak dua lembar dan melepaskan terali besinya 
kemudian menyimpannya dibawah jendela, setelah itu 
terdakwa masuk dan mengambil satu buku tabungan yang 
tersimpan di atas berangkas, selanjutnya memasukkan 
kedalam sakunya setelah itu terdakwa keluar dan 
memasang kembali kaca dan besi seperti semula dan dalam 
perjalanan menuju kesatria Yonif 700/Raider membaca buku 
tabungan tersebut yang ternyata milik saksi 1 Pratu 
Mazparuddin. 
 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekitar 
Pkl. 12.00 Wita terdakwa keluar kesatrian Yonif 700/Raider 
melalui pintu belakang Mayonif 700/Raider trus naik angkot 
menuju di depan kantor Gubernur Jl. Urip Sumoharjo 
kesebuah rental komputer dan meminta kepada saksi 4 
Umar untuk membuatkan surat pengantar dari kesatuan 
yang di contoh dari surat jalan terdakwa setelah dibuatkan 
terdakwa membayar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), 
kemudian terdakwa memalsukan tanda tangannya Danki an. 
Kapten Inf Arif Irianto, pasi 3 Pers Lettu Inf Hengki 
Vantriardo dan Juru bayar Sertu Amiruddin, selanjutnya 
menuju kepercetakan yang berada di samping Arhanud 
Kompi 141/BS Kota Makassar untuk membuat stempel 
kesatuan Yonif 700/Raider, namun oleh percetakan 
menjanjikan keesokan harinya baru selesai dan terdakwa 
kemudian kembali ke Asrama Yonif 700/Raider. 
 Bahwa benar pada hari rabu tanggal 27 Mei 2009 sekitar 
Pkl.07.00 Wita terdakwa minta ijin kepada Danru, Baton dan 
Danton untuk ke RS. Bayangkara dengan alas an 
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membesuk keluarga yang sakit, selanjutnya terdakwa 
menuju ke tempat percetakan  yang ada d samping Arhanud 
Kompi 141/BS unutk mengambil pesanan stempel terdakwa 
dan ternyata sudah selesai kemudian terdakwa membayar 
Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya 
terdakwa menuju foto copy yang bedekatan dengan 
pecetakan tersebut meminjam bantalan stempel setelah itu 
terdakwa langsung menstempel surat pengantar dari 
kesatuan tersebut, dan sekitar Pkl.09.00 Wita terdakwa 
datang ke Bank BNI Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. 
Perintis Kemerdekaan Blok A1 Kota Makassar dengan 
maksud unutk mengambil uang, setelah mengisi slip 
pengambilan tabungan yang di tulis langsung oleh terdakwa 
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan 
memalsukan tandatangan Saksi 1 Pratu Mazparuddin, 
selanjutnya mendatangi teller 5 Andi Afni dengan 
meyerahkan slip pengambilan dan surat pengantar, setelah 
itu saksi 5 Andi Afni melihat tandatangannya tidak sama 
sehingga saksi 5 Andi Afni meminta KTA terdakwa dengan 
perkataan “Pak maaf apa bapak membawa KTA supaya bisa 
diperivikasi kembali”, dan terdakwa menjawab “saya tidak 
bawah KTA bu”, saksi 5 Andi Afni berkata lagi “KTA bapak 
harus ada supaya bisa diperivikasi kembali”, kemudin 
terdakwa meninggalkan kantor Bank BNI 46 tersebut. 
 Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2009 sekitar Pkl.12.30 
Wita terdakwa datang kembali ke kantor Bank BNI 
Mattoangin Unit Puri Kencana Tello Jl. Perintis 
Kemerdekaan Blok A1 Kota Makassa langsung menemui 
saksi 5 Andi Afni kembali dan memberikan buku tabungan 
an. Saksi 1 Pratu Masparuddin serta slip pengambilan yang 
jumlahnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), namun surat 
pengantar terdakwa tidak memberikannya lagi, namun 
karena tanda tangannya yang berbeda saksi 5 Andi Afni 
berkata “pak tanda  tangan di slip penariakn dengan tanda 
tangan yang ada dibuku tabungan yang masih berbeda”, 
kemudian saksi 5 Andi Afni ternyata antara tangatangan 
yang ada di KTA dengan yang dibuku tabungan berbeda 
saksi 5 Andi Afni berkata kepada terdakwa “pak kenapa 
tandatangan di buku dan KTA berbeda”, terdakwa menjawab 
“pada saat pembuatan buku tabungan saya lagi sakit tipes 
dan dirawat di Rumah Sakit sehingga saya tidak bisa 
tandatangan”, karena terdakwa memaksa harus dicairkan 
saksi 5 Andi Afni membawa berkas terdakwa kepada atasan 
saksi an. Sdri. Nurnahida selanjutnya diberikan kepada Sdr. 
Andi Suadarman bertanya kepada terdakwa “ nama ibu 
kandung, tempat tanggal lahir” dan terdakwa menjawab 
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“nama ibu kandung Sdri. Amina lahir Mamuju” selanjutnya 
Sdri. Andi Suadarman mengecek dipembukuan rekening dan 
ternyata berbeda dengan nama ibu kandung yang ada di 
data pembukaan awal, kemudian Sdri. Andi Suadarman 
meminta buku tabungannya dan KTA unutk di foto copy, 
namun terdakwa tidak memberikannya dan langsung 
meninggalkan kantor Bank BNI tersebut 
 Bahwa benar sekitar Pkl. 15.00 Wita saksi 5 Andi Afni 
bersama Sdri. Nurnahida serta Sdri. Andi Swadarman 
(petugas Bank BNI) langsung pergi menuju Yonif 700/Raider 
untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian 
memanggil saksi 1 Prada Masparuddin pemilik buku 
tabungan ternyata benar kalau pemilik buku tabungan 
tersebut bukan terdakwa dan terdakwa mengakui semuanya 
kalau terdakwa pelakunya. 
 Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena 
terdakwa butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya yang 
pertama bernama Sdri. Wahyu umur 6 (enam) tahun yang 
sakit amandel. 
 Bahwa terdakwa pernah juga disidangkan di Dilmil III-16 
Makassar dalam perkara pencurian Handphone dan mangkir 
dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan. 
 Bahwa terdakwa mengakui telah menikah dengan Sdri. 
Rahmawati pada tahun 2002 di Kec. Binamu, Kab. 
Jeneponto dan saat itu sudah memiliki 2 (dua) orang anak 
dan pada saat masuk tentara terdakwa mengaku belum 
menikah. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana 
dalam dakwaan Alternatif Kesatuan Oditur Militer terpenuhi maka Majelis 
berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan. 
Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan alasan 
pembenar maupun pemaaf oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggunjawabkan sebagai subjek tindak pidana maka terdakwa 
harus dihukum. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang 
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadialn 
berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa 
bersalah melakuan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan 
Alternatif Kesatuan yaitu :“pencurian yang dilakukan oleh Militer pada 
suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya” 
sebagai mana diataur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 141 
KUHPM. 
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Menimbang, bahwa sebelum sampai pada persidangan terkhir dalam 
mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat 
dan hakekat dari sifat dan perbuatan terdakwa serta hal-hal yang 
mempengaruhi sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian Handphone 
didalam kesatuan terdakwa sebelumnya hal ini menunjukkan 
sifat dan watak terdakwa sebagai orang yang suka mencuri. 
 Bahwa terdakwa melakukan pencurian di tempat yang berbeda 
dalam penjagaannya saat itu dikarnakan butuh uang membeli 
obat anaknya yag sakit yang sedang sakit amandel karena 
terdakwa pada saat masuk dinas Militer TNI-AD sudah 
melangsungkan pernikahan. 
Menimbang, bahwa layak tidak terdakwa dipertahankan dalam dinas 
Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 
1. Bahwa sebelum perkara ini terdakwa telah pernah dijatuhi pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan penjara dalam perkara pencurian 
Handphone sebanyak 5 (lima) buah dan mangkir kemudian 
terdakwa megulangi lagi perbuatannya mencuri buku tabungan 
BNI milik Pratu Masparuddin. Hal tersebut menjukkan bahwa 
terdakwa tidak jerah terhadap hukuman yang diberikan 
2. Bahwa pada saat terdakwa mencuri 5 (lima) buah Handphone 
diatas dilakukan dengan cara tidak sekaligus tetapi berlainan 
tempat dan waktunya tapi masih di dalam kesatuan Yonif 
700/Raider kemudian menunjukkan bahwa terdakwa memiliki sifat 
watak mencuri. 
3. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yaitu terdakwa 
menikah sebelum masuk TNI-AD memalsukan keterangan belum 
pernah menikah padahal terdakwa sudah menikah pada saat 
masuk menjadi perajurit TNI-AD, kemudian memalsukan tanda 
tangan Juru Bayar, Danki, Pasi-3/Pers dalam surat pengantar 
dalam mencairkan dana tabungan rekening Pratu Masparuddin 
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun tidak 
berhasil kemudian terdakwa membuat lagi KTA atas nama Pratu 
Masparuddin dengan memalsukan tandatangan Danyonif 
700/Raider dan stempel Batalyon palsu menunjukkan bahwa 
segala cara terdakwa melakukan unutk mencapai keinginan 
jahatnya sehingga Majelis berpendapat terdakwa sangat 
berbahaya apabila tetap dipertahankan dalam dinas. 
4. Bahwa dalam uraian perbuatan terdakwa tersebut diatas 
menunjukkan sifat, watak tabiat buruk sehingga apabila terdakwa 
dipertahankan dalam dinas Prajut dapat membahayakan dan 
mencemarkan nama baik satuan terdakwa. 
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Menimbang bahwa majelis hakim tidak semata-mata hanya 
menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi 
juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat 
insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik 
sesuai dengan falsafah Pancasila. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 
atas diri terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatihkan hal-hal 
yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu : 
Hal-hal yang meringankan 
 Terdakwa berterus terang di persidangan 
Hal-hal yang memberatkan 
 Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam pencurian Handphone 
dan mangkir pada bulan Juli 2007 dengan pidana penjara selama 
6 (enam) bulan. 
 Terdakwa memalsukan identitas pada saat masuk dinas Militer 
TNI-AD 
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal 
tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman 
sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan 
kesalahan terdakwa. 
 
2. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Rusmi Rusli Pratu NRP. 31050452920785 
telah terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana Pencurian. 
2.  Pidana Pokok : Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh 
karena dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan danPidana 
Tambahan : Dipecat dari dinas Militer 
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 
a. 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan cabang Mattoangin 
An. Mazparuddin. 
b. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan belum pernah 
menikah. 
c. 1 (satu) lembar foto copy riwayat hidup An. Rusman Rusli. 
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d. 1 (satu) lembar foto copy Kutioan Akta Nikah No.027/II/2002 
tanggal 26 Februari 2002 dari KUA Kec. Jeneponto Kab. 
Jeneponto Sulsel An. Rusman Rusli dan Rahmawati 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini 
sebesar Rp.5.000,- 
5. Memerintahkan agar terdakwa segerah ditahan. 
 
3. Komentar Penulis 
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis baik itu melalui 
proses wawancara dengan hakim Militer maupun studi kasus kepustakaan 
mengenai hal yang diteliti oleh penulis, maka penulis membuat 
kesimpulan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh onggota militer hakim 
terlebih dahulu turut mempertimbangkan sebagai hal. Misalnya fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, 
keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain 
yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara kepada hakim di Pengadilan Militer III-16  Makassar yaitu 
Faridah Faisal, S.H Mayor,  Chk (K) NRP. 1920011390668. Beliau 
memberikan gambaran mengenai perkara yang melibatkan anggota TNI 
sebagai pelaku tindak pidana. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan baik itu aparat maupun masyarakat.Hakim di 
tuntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan 
tersebut dengan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri 
yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila 
 55 
sebagai sumber dari segala hukum.Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan 
putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi terdapat 
juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang 









Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelum nya dan 
hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup 
skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum atas delik pencurian yang dilakukan oleh 
terdakwa Rusman Rusli Pangkat/NRP Prada/31050452920785 
telah sesuia dengan dakawaan yakni Pasal 141 KUHPM yaitu 
tentang pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota 
tentara nasional. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan 
tidak ada alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggunjawabkan 
perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 7 
(tujuh) bulan dan Dipecat dari dinas Militer dan membayar biaya 
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
2.   Dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyi 
pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari 
tuntutan Oditur Milite, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan 
pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, 
sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan. 
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) 
khusnya pada Petinggi TNI-AD lebih meningkatkan pengawasan 
dan bimbingan terhadap anak buahnya agar  perilaku anak buah 
tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada. 
2. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar 
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